BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan
1. Simpulan Umum

Perda K3 Kota Bandung secara umum dalam implementasinya masih terdapat
kekurangan dalam berbagai hal. Tidak maksimalnya sosialisasi Perda K3 pada
saat awal dikeluarkannya memberikan dampak yang sangat nyata terlihat, dimana
pada saat ini dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban. Upaya penegakkan yang dilakukan oleh
pihak terkait juga masih bermasalah, ketika konsistensi tindakan aparat yang
masih dirasakan kurang cukup oleh masyarakat, sehingga Perda K3 ini dalam
implementasinya  kurang mencapai harapan tertanamnya kesadaran hukum

lingkungan pada masyarakat Kota Bandung.

2. Simpulan Khusus
Setelah melakukan analisis yang mendalam, maka penulis akan memaparkan

beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam

penelitian ini. Kesimpulan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kondisi kesadaran hukum lingkungan pada masyarakat Kota Bandung yang
peneliti temukan di Kawasan Tujuh Titik ini secara umum dipandang masih
kurang. Hal tersebut karena masyarakat dalam menjaga lingkungan masih
berorientasi pada kebutuhan atau kepentingan pribadi. Pemahaman
masyarakat untuk menjaga lingkungan lebih tinggi ketika di lingkungan
pribadinya dan berbeda ketika di tempat umum karena tidak jarang juga
melihat bagaimana perilaku orang lain terlebin dahulu. Masyarakat pun patuh
terhadap aturan K3 dikarenakan hanya takut ketika ada aparat yang sedang
bertugas, dan ketika tidak ada aparat akan melakukan tindakan yang berbeda.

b. Pada kenyataan di lapangan, implementasi Perda K3 ini dipengaruhi oleh
banyak sekali faktor baik itu yang mendukung ataupun yang menjadi

penghambat. Faktor pendukung vyaitu: (1) banyaknya program kerja yang
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secara nyata dapat terlihat oleh masyarakat sehingga memberikan
pembelajaran agar masyarakat lebih bertindak sesuai dengan peraturan. (2)
kesadaran dari masyarakat yang cenderung sudah ada meskipun masih harus
ditingkatkan untuk menjadikan kesadaran hukum lingkungan ini sebagai
budaya positif di masyarakat. (3) pihak pemerintah yang terus berupaya
memberikan informasi melalui media baik cetak ataupun elektronik agar
masyarakat menerapkan sikan sadar akan hukum lingkungan yang
diwujudkan dengan adanya Perda K3 Kota Bandung. Adapun faktor
penghambatnya yaitu: (1) masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui
secara utuh apa itu Perda K3 Kota Bandung, yang disinyalir upaya sosialisasi
yang kurang maksimal meskipun sosialiasasi ini terus berlanjut hingga
sekarang seiring dengan program kerja penegakan Perda K3. (2) terdapat
beberapa program kerja/upaya penindakan yang tidak berlanjut dalam jangka
panjang sehingga hal tersebut membuat masyarakat menjadi kurang
mematuhi secara penuh kepada aturan yang ada. (3) kesadaran yang tidak
merata karena tidak semua masyarakat memahami tentang tindakan seperti
apa Yyang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga masih menimbulkan
masalah berkelanjutan yaitu masyarakat yang hanya patuh apabila ada aparat
saja.

c. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dinilai masih
harus ditingkatkan, karena masih banyaknya permasalahan yang timbul
tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban ini. Upaya penegakkan Perda
K3 yang sudah dilakukan harus mendapatkan perhatian khusus yang dimulai
dari bagaimana pelaksanaan awalnya, evaluasi, hingga pada tahap upaya agar
upaya tersebut terjaga kontinuitas-nya. Hal tersebut demi tercapainya tujuan
dari adanya Perda K3, dimana masyarakat memiliki kesadaran hukum
lingkungan yang secara tidak langsung akan mematuhi Perda K3 Kota
Bandung, selain itu juga agar kewibawaan Pemerintah dan juga berbagai

pihak dalam menegakan peraturan menjadi lebih baik di mata masyarakat.

B. Implikasi dan Rekomendasi
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Setelah memaparkan simpulan dalam penelitian ini, selanjutnya penulis akan

menyampaikan implikasi dan rekomendasi sebagai bahan masukan terhadap

implementasi sebuah kebijakan ke depannya. Adapun implikasi dan rekomendasi

tersebut sebagai berikut:

1.

a.

Bagi Pemerintah :

Pemerintah diharapkan dapat lebih memengoptimalkan program kerja yang
ada dalam penyelenggaraan Kebersihan, keindahan dan ketertiban. Dimulai
dari penyusunan agenda kerja, melakukan patroli di lapangan, serta
pengawasan kinerja petugas dari pihak yang berwenang. Mengingat pada
dasarnya pelaksanaan Perda K3 yang maksimal dapat membangun kesadaran
hukum lingkungan yang baik bagi Kota Bandung sendiri.

Melakukan evaluasi secara berkala yang dapat memberikan informasi terkait
apa saja yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan Kebersihan, keindahan
dan ketertiban. Selain evaluasi, juga perlunya meningkatkan kualitas
koordinasi antara lembaga terkait dalam pelaksanaan Perda K3.

Bagi pelaksana di lapangan dalam hal ini Satpol PP Kota Bandung,
Diskamtam, dan juga petugas kebersihan lebih memaksimalkan kinerja dan
juga konsistensi yang terjaga demi keberlanjutan kepatuhan masyarakat
terhadap Perda K3.

Bagi Masyarakat :

Masyarakat harus lebih menunjukan bagaimana partisipasinya sebagai warga
negara yang baik dengan mematuhi setiap aturan yang ada, membiasakan
untuk mengutamakan kepentingan bersama, menanamkan rasa tanggung
jawab menjaga lingkungan pada diri sendiri.

Keluarga sebagai kelompok terkecil masyarakat juga harus memiliki
pembinaan kesadaran bagi setiap anggota keluarganya, karena setiap individu
yang ada di masyarakat akan membawa kebiasaan-kebiasaan yang ada di
keluarganya

Masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang lebih dari saat
ini sebagai wujud partisipasi dalam suatu kebijakan pemerintah, tidak hanya

dukungan dalam bentuk patuh peraturan, namun juga dengan ikut mengawasi

Ryan Taufan Irawan, 2016

IMPLEMENTASI PERDA K3 KOTA BANDUNG DALAM MEMBENTUK KESAD ARAN HUKUM
LINGKUNGAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif di Kawasan Tujuh Titik Kota
Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



105

sesama anggota masyarakat agar adanya keseragaman kesadaran hukum
lingkungan sebagai wujud kepatuhan terhadap Perda K3 dapat terwujud.

3. Bagi Departemen PKn FPIPS UPI :

a. Lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya peran
mahasiswa dalam mengawal berjalannya suatu kebijakan, sehingga
menjadikan suatu kebijakan pemerintah sebagai kajian yang perlu diawasi
serta dievaluasi keberlangsungannya.

b. Meningkatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk meneliti tentang kebijakan
pemerintah agar mahasiswa menjadi terbiasa untuk memahami berlajannya
suatu kebijakan atau peraturan yang berlaku di suatu daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya :

a. Peneliti sebaiknya melakukan pengamatan kondisi lebih mendalam terhadap
gejala-gejala yang timbul di  masyarakat agar pemahaman tentang
permasalahan dapat lebih tergali.

b. Peneliti seharusnya dapat mencari informasi lebih dalam mengenai apa-apa
saja yang berkaitan dengan permasalahan suatu kebijakan sehingga
pemahaman vyang cukup akan memudahkan peneliti dalam mengkaji
permasalahan.

c. Peneliti melakukan tindakan nyata yang dapat membantu pemerintah sebagai
upaya peran serta masyarakat dalam kebijakan publik, sehingga peran

mahasiswa dalam hal ini dapat dimaksimalkan.
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